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Lampiran 2 {Dua) berkas

Farhal Undangan Rapa! Koordinasl Teknis (Rakornis)

Pangan Akuatik bagi Ketahanan Fangan Nasional
wilayah SUMAPAPUA

Yth.

Daftar Undangan Terlampir
di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan lugas dan fungsl Kementerian Koordinator Bidang Pangan
terkall sinkronisasl dan koordinasi penguatan kelahanan pangan, khususnya pada seklor
sumber daya maribm, Depull Bidang Koordinasl Sumber Dayva Marntim direncanakan akan
melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis {Rakomis) dengan Pangan Akustik dalam
mendukung Ketahanan Pangan Nasional di wilayah SUMAFPAPUA (Sulawesi, Maluku,
Papua), Sehubungan dengan hal tersebul. kami mengundang Bapakflbu unluk hadir dan
berpartisipasi dalam kegiatan yang aksn dilaksanakan pada:

Har, tanggal © Kamis, 17 September 2026
wakiu ¢ 08.00 WITA - Selesal
lempat ! Courtyard by Marrioft Manado

Jl. AA Maramis, Kayuwalu, Kairagl Dua, Kec. Mapangel, Kola
Manado, Sulawesi Utara.

Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mohon kesedisan Bapak/lbu untuk hadir
tepat waklu. Konfirmasi kehadiran dan informasi lebin lanjut dapal disampaikan melalui Sdr.
Cheris Agung (+62 B22-1797-1583) atew Sdn. Lydm Ehka (+62 856-9736-1065). Adapun
panitta hanya menangoung paket fullday meeting untuk 1 (satu) orang sesuai daftar undangan
terlampir,

Demiklan atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/|bu, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Hoordinasi
- Sumber Daya Maritim,
|
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Tembusan ¥th.:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan (sebagal laporan),



Lampiran |
Momaor

Tanggal

RUNDOWN KEGIATAN

: §-124HM.02/2026
11 September 2026

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pangan Akuatik bagi Ketahanan

Pangan Nasional
Manado, 17 September 2026

Wakiu (WITA) Kegiatan Ket.
08.00 - 09,00 Registrasi Peserta
00.00 - 08.10 Laporan oleh Sesdep Sumber Daya Mantim
09.10 — 09:20 Fembukaan oleh Depull Sumber Daya Mantim
3920 - 02,45 FPaparan oleh : Badan
Badan Pangan Nasional Fangan
‘paparan. FSVA 2026 dan wilayah prioritas | Nasional
kerentanan pangan”
09.45 - 12.00 Tanggapan dan pemutakhiran kondisi wilayah Pamerintah
SUMAPAPUA [ Sulawesi, Maluku, Papua daerah
(pronvinsi, kota! kabupaten dasrah fokus] lerkait
12.00 - 13.15 ISHOMA
13.30 - 15.30 FGD: validasi data, identifikasi akar masalah, dan Moderator
kebuluhan intervensi dan seluruh
peseria
15.30 - 16.00 Perumusan kesimpulan, kesepakatan tindak Pimpinan
lanjut, dan penulup Rapat

“jadwal dapat berubah sewakiu-waktu harap menghubungi narahubung




Lampéran ||
Momaor 1 5-124/HM.02/2026
Tanggal : 11 September 2026

DAFTAR UNDANGAN

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pangan Akuatik bagi Ketahanan
Pangan Nasional

Kementerian Koordinator Bidang Pangan

1. Inspekiur Kementerlan Koordinator Bidang Pangan;
2. Kepala Biro Manajemen Kinerja Data dan Informasi;

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

3. Asisten Deputi Pertanian, Pangan, dan Gizi;
4 Asisten Deputi kelautan, perikanan, dan kehutanan;

Kementerian Kelautan dan Perikanan

5. Kepala Biro Perencanaan;
6. Sekretaris Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan;

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Masional (BAPPENAS) Republik Indonesia

T. Direktur Pangan dan Pertaran;
8. Direktur Kelautan dan Perikanan;

Badan Pangan Nasional
9. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

10. Sekretaris Daerah Provinsk;

11. Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi;

12. Dinas Pangan Daerah Provinsi;

13. Dinas Kelautan dan Penkanan Provinss

14, Badan Fusat Statistik Frovinsi

15. Dinas Perlanian, Kelaulan, dan Perikanan Kota Manado;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

16. Dinas Parlanian dan Kelahanan Fangan Provinsi;
17, Dinas Kelaulan dan Penkanan Provinsi:

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
18. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;

19. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinss;

20, Pemenntah Kabupaten Konawe Kepulsuan;
21. Pemenntah Kabupaten Muna;
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Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
22. Dinas Pangan Provinsi;
23. Dinas Keldulan dan Penkanan Provinsi:

Pamernintah Daerah Provinsi Gorontalo
24, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;
25, Dinas Kelaulan dan Penkanan Provinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

26: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;

27. Dinas Kelaulan dan Perikanan Provinsi;

28. Pemennlah Kabupaten Ari,

23. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
30. Pemenntah Kabupaten Maluku Tenggara;
31, Pemenntah Kota Tual;

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara
32. Dinas Pangan Provins:,

33. Dinas Kalautlan dan Perikanan Provinsi;

34. Pemerninlah Kabupaten Kepulauan Sula;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua

35, Dinas Perlanmian dan Pangan Provinsi;
36, Dinas Kalaulan dan Perikanan Provinsi;
A7. Pemerinlah Kabupalen Sarmi,

38. Pemenntah Kabupaten Biak Numfor:
38. Pemennlah Kabupaten Spiori;

40. Pemerinlah Kabupaten Waropen;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah

41. Dinas Pertanian, Pangan, dan Pelemakan Provinsi,
42, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinst

43. Pemenntah Kabupaten Kepulauan Sula;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan
44 Dinas Perlanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi;
45 Pemerinlah Kabupaten Asmal:

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
46. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;

47. Dinas Kelautan dan Perkanan Provinse
48 Pemernlah Kabupaten Teluk Wondama;,
49. Pemerinlah Kabupaten Teluk Bintuni;
50. Pemerintah Kabupaten Fakfak;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya
51. Dinas Pangan Provinsi,

52_Dinas Kelaulan dan Penkanan Provinsi;

53. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat:

54, Pemenntah Kabupaten Sorong;
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Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan
55, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi;
56. Dinas Kelaulan dan Penkanan Provinst;

57. Pemerintah Kabupaten Jayawiaya.
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KERANGKA ACUAN KERJA

RAKORNIS PANGAN AKUATIK BAGI KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Manado, 17 September 2026

L Latar Belakang

Pencapalan kelshanan pangan nasional yang langguh dan berkalanjutan
menuntul adanys sinerg kebijakan struklural antara sekior pangan dengan seklor
kelautan dan perihan'an. Pangan akuatik menempatl posisi krusial dalam
ekosistem pangan nasional yang periu dioptimalkan secara komprehensil
Optimalisas| inl mencakup peningkatan produksi penkanan langkap dan budi
daya, efisiensi ranlal pasok, eskalasi hilinsasi, serta diversifikasl produk. Lebih
jauh, pengualtan akses masyarakal lerhadap pangan akuatik yang aman, bergizi,
bermultu, dan lerjangkau harus terus didorong.

Pangan akuatik memiliki posis| stralegis sebagal sumber protein hewanl. zat
gizl mikro, diversifikasi pangan, sekaligus basis ekonomi masyarakal pesisir,
pembudidaya lkan, nelayan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat di sekitar
perairan umum daratan. Hasll analisis awal terhadap FSVA Nasional Tahun 2026
menunjukkan bahwa masih lerdapat kabupalen/kota yang mempunyai nilal Indeks
Ketahanan Pangan relalif rendah. Sebagian Kabupaten tersebul justru berada
pada wilayah pesisir, kepulzuan stau wilayah yang mempunyal sumber daya
perikanan tangkap dan budidaya yang relalif besar.

Kondisi tersebul memperlihatkan adanya fenomena: “tingginya sumber daya
perikanan belum selalu berbanding lurus dengan tingginya ketahanan
pangan masyarakal.” Dengan demikian, persoalan pangan akualik nasional Udak
cukup dijawab melalul peningkatan produksi semala, telapi periu dihubungkan
secara uluh melalul: sumber daya -+ produksi — logistik - distribusi -+ harga

» Konsumsi —- kualitas gizi - ketahanan pangan.

Sefuruh program  tersebul menunlul adanya perumusan langkash yang
sistemalis dan terukur, khususnya dalam menyongsong implementas) Program
Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2027.
Fencapaian larget oplimalisasi pangan akuatik menuju ketahanan pangan di lahun
2027 membuluhkan landasan perencanaan berbasis bukll {evidence-based policy)
vang malang serta keselarasan program antara pemeriniah pusal dan pemerintah
daerah. Kebuluhan inl menjadikan proses soslalisasi, ldentifikasi, dan sinkronisasl
agenda PKPN 2027, yang lurul difasilitasi oleh Kementerian PPN/BAPPENAS,
sebagal agenda krusial agar seluruh pemangku kepentingan memillki visi dan arah
gerak yang sama.



RAKORNIS PANGAN AKUATIK

BAGI KETAHANAN PANGAN NASIONAL

mwiks Pivoras scoska Ungam Remeptien Pk Deys Marties F. H —
R . e Tt
D | FERTENYEARN STAMA FTE

T G - T e

FIBEZ BT artinaimnk bl

" L P=—n
sy i = o ' a1 a1 Wi rued e
crbcamiim e Py e I.I.-rlr_:r::- S gt o Tl h . O el T gy Se—
fett i Pl oy B
] EERSE @ e
=] i -
T . L S et L™ u L LTl
= T T L ik [ e
Fl'll:I'l-E (S s SRS Lo el T n —— T SO LW —— L N “ T T — R B ERLERF
Mot A e e T 1 i P
b rs e e et e b e e ' """:""" T g —

? [ - R e L e

i s gl ) Postrs v ey iy | e

Errmnmear Sl e
s b LT TR i |
[t wpen » R ke [T —
e Pt PRy e =
RN o kit s
- » i — —
| =g -n—
i PR . o
vt [ -

=
Li |t i S

B e e g e PR YR, (gl

BANGAN AKUATIC UNTUE KITARANAN PARGAN KESHINAL

Il. Maksud dan Tujuan
A, Maksud

Dalam rangks percepatan pencapalan target kinera yang lelah
diperjanjikan melalul KONSIDAL kebijakan Pangan Akuatik untuk Peningkatan
Indeks Ketahanan Pangan (IKP), SETDEP akan menyelenggarakan RAPAT
KOORDINASE TEKNIS (RAKORNIS) PANGAN AKUATIK BAGI KETAHANAN
PANGAN NASIONAL sebagal Kerangka Inlegras| Kebjakan Lingkup
Kedeputian Sumber Daya Maritim

RAKOREMNIS dimsksudkan sebagal forum koordings:, validasl dala dan
perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangks mengoptimalkan polens
pangan akualik uniuk meningkatken ketahanan pangan masyarakal pada
daerah renlan pangan.

Fokus ulama dalam kegialan im adalah membahas paradoks kelimpahan
sumber daya — kerentanan pangan, yallu kondisi daerah dengan sumber daya
perikanan yang besar letapl tingkal ketahanan pangan Masyarakal masih
rendah. Pembahasan diarahkan untuk menémukan titk putus antara produksi
dan konsumsi lokal serla merumuskan intervenst yang dapal memngkatkan
akses, kelerjangkauan, mulu konsumsi, dan hasil pembangunan pangan.

B. Tujuan
1. Melakukan validas| data terkalt volume dan jenis produksi perikanan
langkap dan budidaya;

2. Mengidentifikasi kesenjangan antara produksi dengan Konsumsi lokal;
3. Mengidentidikasi distribusi, harga, cold chain, dan keamanan pangan,



V.

4, Menyelaraskan kebyakan dan program pemerintah pusal dan daerah
dalam pengembangan pangan akuatik.

5. Menghimpun data, informasi, dan masukan sebagal bahan penyusunan
kebijgkan berbasis bukii

&. Merumuskan rekomendasi dan tindak lanjul kebijakan dalam rangka
optimalisasi pangan akualik menuju ketahanan pangan 2027,

Ruang Lingkup Kegiatan

1

1]

Fenelaahan komprehensil lerkall kondisl aklual dan capaian ketahanan

pangan serla korelasinya dengan ketersediaan pangan akuatk, melipuli:

a) ketersediaan dan produklbivilas perkanan tangkap dan budi daya:

b proposi produksi yang dikonsumsi masyarakat lokal dan tujuan pemasaran
surplus;

¢} distribusi, fransportasi, harga, antal dingin, pengolahan, dan keamanan
pangan.

Pemetaan menyeluruh atas potensi sumber daya dan permasalahan yang

membayangl pengembangan seklor pangan akuatik utamanya keterkaitan

dengan IKP, PPH, Pol), kemiskinan, slunling, dan pola konsumsi protein,

Evaluasi kontribusi riil subsekior perikanan tangkap serla penkanan budi daya

lerhadap pilar ketahanan pangan nastonal, seperti fungsi KNMP dan

infrasirukiur penkanan sebagai hub pangan lokal serta integrasi hasil produksi

perikanan dengan MBG:

Sinkronisasi kebijakan dan program pemernntah pusal dan daerah terkait

pangan akuatik.

ldentfikasi kebuluhan data dan informasi pendukung penyusunan kebijakan.

Perumusan rancangan rekomendasi kebijakan siralegis beserla malriks
rencana lindak lanjut pelaksanaannya.

Fokus Pembahasan Utama

1.

Ll

T
8.

Berapa volume dan jenis produksi lkan per kabupaten/ kota?

Berapa bagian produksi yang dikonsumsi oleh masyarakal loksl?

Kemana surplus hasl| perikanan dipasarkan?

Mengapa daerah penghasil ikan masih mempunyal Pol. stuntuing, atau |KP
yang rendah?

Apakah sarana rantal dingin dan transportasi tersedia dan berfungsi memadai?
Apakah KNMP dan infrastrukiur terkait telah dan/atau dapat berfungsi sebagal
hub pangan lokal?

Apakah hasil produksi dapat diintegrasikan dengan MBG?

Program dan Intervensi apa yang paling efektil untuk meningkatkan |[KP?

Data Output yang diharapkan
Rakermnis ini diharapkan dapat menghasilkan data sebagal berikut:

1. Data produksi tangkap dan budidaya;
2. Produksiikan per kapita;

3. Data Konsumsi ikan;

4. Komoditas unggulan;

5. Kondisi cold chain;

6. Peta program KKP;
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Vil.

ViIL

7. Matriks masalah dan intervensi;

8. Pembagian peran K/L dan pemerintah daerah;
9. Target outcome.

Cakupan Wilayah dan Fokus Rakornis

Rakomis difokuskan pada wilayah IV yang mencakup Sulawesi, Maluku,
dan Papua. Kandidal kabupaten/ kola prioritas bersifal awal dan askan
disempurnakan berdasarkan hasil validasi data FEVA, dala produksi-konsumsi,
serla keslapan mvervensi, meliputi

- Kepulausn Aru: - Teluk Birvhuni;

- Kepulauan Tanimbar; - Fakfak;

- Maluku Tenggara; - Sarmi;

-  Kota Tual; - Biak Numfor;

- Kepulauan Sula; - Supior;

-  Banggal Laut; - Waropen:;

-  Konawe Kepulauan; - Asmal dan

-  Muna; - wilayah lain

- Raja Ampat; berdasarkan hasil
- Sarong; validasi.

- Teluk Wondama;

Wakiu dan Bentuk Kegiatan

Hanfigl Kamis, 17 September 2026

Wakiu D800 WITA 5.d. selesai

Banluk kegiatan : Rapal Koordinasi Teknis {luring dan daring)

Kelerangan luring dipsrunltukan bagl instansi pusal seria daerah fokus,
daring diperuntukan bagl instans| provinsi di sekitarnya diluar
dasrah fokus,

Peserta Kegiatan Rakornis

Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Sekretars Depuli Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim:
Asisten Depuli Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut!

Asisten Depuli Pengelolaan Perikanan Tangkap:

Asisten Depull Pengembangan Perlkanan Budidaya;

Asisten Depuli Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim;
Asisten Depull Sarana Prasarana Kelautan dan Penkanan,
Inspekiur Kementenan Koordinator Bidang Pangan;

Kepala Biro Manajemen Kingra Data dan Informasi;

Stal fungsional madya, muda, perlama dan pelaksana lingkup Deput Bidang
Koordingsl Sumber Daya Maritim:

S D0 =D BN AL N b

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
10. Asisten Depuli Pertanian, Pangan, dan Gizi:

Kementerian Kelautan dan Perikanan



11.
12,

13.
14.

15.

16.

17

19

21.
. Dinas Kelaulan dan Perkanan Frovins;

23.
_Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

. Pemerintah Kabupalen Konawe Kepulauan;
. Pemerintah Kebupalen Muna;

& th A

27.
28.
. Pemerintah Kabupaten Banggal Laut:

31

3z,
33.

Biro Perencanaar;
Sakretars Direkioral Jendral Kelautan dan Penkanan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia

Direklur Pangan dan Pertanian;

Direklur Kelautan dan Penkanan.

Badan Pangan Nasional
Direklur Pengendallan Kerawanan Pangan,

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Eekrelans Dasrah Provinst:

. Badan Perencanaan Pembangunan Dasrah (Bappeda) Provinsi;
18.

Dinas Pangan Dasrah Provinsi;

.Dinas Kelaulan dan Perkanan Frovinsi;
. Badan Fusat Statistik Provinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Kelahanan Pangan FProvinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Dinas Kelahanan Pangan Provinsi:

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Dinas Pangan Provinsi;
Dinas Kelaulan dan Perikanan Provinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

. Dinas Pangan Provinsi;
. Dinas Kelaulan dan Penkanan Provinst;

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi:
Dinas Kelaulan dan Perkanan Provinst;

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi:
35.
. Pemerintah Kabupaten Aru;
37,
. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;

Dinas Kelautan dan Penkanan Provinsi;

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;



39. Pemerintah Kota Tual;

Pemerintah Dasrah Provinsi Maluku Utara
40. Dinas Pangan Provinsi,
41. Dinas Kelaulan dan Ferkanan Frovins;
42 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua
. Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi;
. Dinas Kelaulan dan Perikanan Provinsi;
. Pemerintah Kabupalen Sarmi;
. Pemerintah Kabupalen Biak Numfor;
. Pemerintah Kabupalen Spiori;
. Pemerintah Kabupaten Waropen;

s LEHED

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah
. Dinas Pertanian, Pangan dan Pelermakan Provinsi,
. Dinas Kelaulan dan Perkanan Provinsi;
. Pemerintah Kabupalen Kepulauan Sula

“Eé

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan
52. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provins,
53. Pemerintah Kabupalen Asmat;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
54. Dinas Kelahanan Pangan Provinsi;
55. Dinas Kelaulan dan Perkanan Provinsi;
56. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama:
57. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni:
58. Pemerintah Kabupalen Fakfak;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya
59. Dinas Pangan Provinsi,
60. Dinas Kelaulan dan Perikanan Provinsi;
61. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat,
2. Pemerintah Kabupalen Sorong;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan
B83. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi;

64 . Dinas Kelaulan dan Penkanan Frovinst;
65, Pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pemerintah Kabupaten/ Kota seluruh wilayah SUMAPAPUA (diundang secara
daring)



IX. Rundown Kegiatan (tentative)

Waktu (WITA) Kegiatan Kel.
08.00 — 09.00 | Registrasi Peserta
09.00 — 08,10 Lapnran oleh Eesdep Sumber Daya Maritim
09.10 - 09.20 Fembukaan oleh Deputl Sumber Daya Maritim
09.20 - 09.45 Faparan oleh : Badan
Badan FPangan Nasional Pangan
paparan F3VA 2026 dan wilayah prionfas Masional
Kerenlanan pangan’
0945 - 12.00 Tanggapan dan pemutakhiran kondisi wilayah Pemenntah
SUMAPAPUA ! Sulawesi, Maluku, Papua daerah
(pronvins, kota/ kabupaten daerah fokus) larkail
12.00-13.15 !EH{BI".-'IH
13.30 — 15.30 FGD validas! data identifikas| akar masalah, Moderator
dan kebutuhan intervensi dan seluruh
peserta
15.30 — 16.00 Perumusan kesimpulan, kesepakatan lindak Fimpinan
lanjul, dan penulup Rapat




